STATUSNAFKAH, MASKAN, DAN KISWAH
BAGI ISTRI YANG DITALAK BA’IN SUGRA

Oleh:

ZAKYYAH, S. HI
NIM: 1520310030

TESIS

Digjukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakyyah, S.HI

NIM - 1520310030

Program Studi  : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya

sendirt, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyvakarta, 20 April 2017
| +a yang menyatakan,

1




PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakyyah, S.HI

NIM : 1520310030

Program Studi  : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar bebas dari plagiasi. Jika di
kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum

yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2017
7 iya yang menyatakan,

Zakyyah, S.HI
NIM: 1520310030

1l




PENGESAHAN PRODI

Tesis Berjudul : Status Nafkah, Maskan, dan Kisswah Bagi Istri yang
Ditalak Ba’in Sugra.

Nama : Zakyyah, S. HIL.

NIM : 1520310030

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 18 Mei 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam.

Yogyakarta, 29 Mei 2017
a.n Dekan,
Ka. Prodi Hukum Islam,

b e

Dr. Ahmad Bahiej\ M. Hum
NIP: 19750615 2000Q3 1 001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D‘rJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

I Marsda Adisucipto Telp. (0274) S12840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta S3281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-179/Ur.02/DS/PP.G0.9/05/2017

Tugas Akhir dzngan judul :"STATUS NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH BAGI ISTRI YANG DITALAK
BA'IN SUGRA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKYYAH, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310030

Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir tA

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidzmg7

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji [ Engu
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M .Hura.

NIP. 19641008 199103 1 0C2 NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017
- UIN Sunan Kalijaga
. ‘Fakultas Syari'ah dan Hukum !

1/1 23/052017




NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth., |
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga {
Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

STATUS NAFKAH, MASKAN, DAN KISWAH
BAGI ISTRI YANG DITALAK BA’IN SUGRA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zakyyah, S.HI

NIM : 1520310030

Program Studi  : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka

memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, |3 Mei 2017
Pembimbing

Prof. Dr. H. | Anwar, M.A
NIP. 19560517 198303 1 003

Vi




NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

STATUS NAFKAH, MASKAN, DAN KISWAH
BAGI ISTRI YANG DITALAK BA'IN SUGRA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zakyyah, S.HI

NIM : 1520310030

Program Studi  : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka

memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu’alaitkum wr. Wh.
Yogyakarta,1§Mei 2017

Pembimbin

Dr. Ali Sodigin, M

vil




MOTTO

- § Il B - £ Z -3 Z 2 3 £ <
e ERS N - v <. e w @

Ya Tutiankn, Cempathantat aku pada tempar yang diberkati, dav
Engloan adalak Selaib-bak yang memberi tempat.

viii



ABSTRAK

KHI dan ulama mazhab (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali)
membagi talak menjadi tiga yaitu talak raj‘i, talak ba’in sugra dan talak ba’in
kubra. Namun berbicara akibat hukum terkait nafkah maskan, dan kiswah dari
talak dibedakan antara talak raj‘i dan talak ba’in, padaha ketiga talak tersebut
sama-sama bentuk dari putusnya perkawinan. Talak raj‘i, ba’in sugra dan ba’in
kubra merupakan tiga perbuatan hukum yang sama, oleh sebab itu akibat hukum
yang ditimbulkan khususnya nafkah, maskan dan kiswah juga harus disamakan.
Talak yang pada dasarnya merupakan solusi untuk menghilangkan kemudaratan
daam perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga harus
menghilangkan kemudaratan bukan malah menimbulkan kemudaratan yang baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut tersimpul dua rumusan masalah
penelitian. Pertama, mengapa KHI dan ulama empat mazhab tidak membedakan
akibat hukum dari talak ba’in sugra dan talak ba’in kubra? dan kedua, bagaimana
analisis teori pertingkatan norma terkait status nafkah, maskan, dan kiswah bagi
istri yang ditalak ba’in sugra? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif
anaitik dengan memanfaatkan pendekatan normatif dan memilih  teori
pertingkatan norma dalam hukum Islam untuk menjawab permasal ahan penelitian
ini.

Hasil pendlitian ini ada dua, pertama, Pasal 149 huruf b KHI menentukan
bahwa istri yang ditalak ba’in sugra tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan,
dan kiswah, namun pada Pasal 152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak
ba’in sugra berhak atas nafkah sgja dengan syarat tidak nusyuz. Sedangkan
pendapat empat mazhab terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri
yang ditalak ba’in sugra berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah dengan syarat
tidak nusyuz, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah
istri yang ditalak ba’in sugra hanya berhak atas maskan dengan syarat tidak
nusyuz, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi‘i. Terakhir
ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan bahwa
istri yang ditalak ba’in sugra tidak memiliki hak atas nafkah, maskan, dan kiswah.
Kedua, Istri yang ditalak ba’in sugra berhak mendapatkan nafkah, maskan,
kiswvah selama ‘iddah sesuai kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak
nusyaz.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10

September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
& sa’ $ es (dengan titi di atas)
d Jm ] je
d ha’ h ha (dengan titi di bawah)
¢ kha kh kadan ha
3 da d de
3 zal z zet (dengan titi di atas)
J ra’ r er
J za z zet
o sn S €es
o syin sy esdan ye
ol sad S es (dengan titi di bawah)
ol dad d de (dengan titi di bawah)
b ta’ t te (dengan titi di bawah)
b2} za’ z zet (dengan titi di bawah)
' ‘ain ‘ komaterbalik di atas
4 gain g ge
o fa’ f ef




d oaf q q

d kaf k ka

Jd lam I El

a mim m em

o nun n en

) wawu w we

® ha’ h ha

s hamzah ‘ apostrof
$ ya y ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
=i ditulis  muta’aqqidin

ditulis ‘iddah

. Ta’marbutah

1. Biladimatikan ditulish

4w ditulis hibah

Lo~ ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagaina, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

sl g¥ Ll S ditulis  karamah al-auliya’
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3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulist.

Jhil 8y ditulis  zakatul fitri

. Vokal Pendek

fathah  ditulis a
kasrah  ditulis i

—— dammah ditulis u

Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis a

Lhala ditulis  jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a

(P ditulis yas’a
Kasrah + ya’ mati ditulis 1

ps ditulis  karim
Dammah + wawu mati  ditulis 0

Ry p ditulis  furtd
Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

psi ditulis  bainakum
Fathah + wawu mati ditulis  au

Jds ditulis  qaulun
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
xS ditulis u’iddat

pisa ol ditulis  la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti Huruf Qamariyah
oA ditulis  Al-Quran
ol ditulis  al-Qiyas
b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.
s Lamdl) ditulis as-Sama’

wwaddl  ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis zawn al-furdad

) Jal ditulis  ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan di samping sebab
lain yaitu kematian, fasakh, li‘an, nusydiz dan syigaq.* Sedangkan dalam Pasal 113
Kompilass Hukum Islam® disebutkan, perkawinan dapat putus karena: a
Kematian, b. Perceraian dan c. Atas putusan Pengadilan. Selgjutnya pada Pasal
114 KHI dijelaskan lebih lanjut, putusnya perkawinan yang disebabkan karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dapat
dissmpulkan bahwa talak merupakan sebab dari putusnya perkawinan. Namun di
sisi lain, talak juga merupakan bentuk dari putusnya perkawinan karena walaupun
putusnya perkawinan berdasarkan gugatan perceraian, hakim akan tetap
menyatakan istri ditalak ba’in sugra.

Talak merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum
berupa hak dan kewagjiban antara bekas suami dan bekas istri. Menurut Hans
Kelsen, suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain.?

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hak istri merupakan

'Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9 (Yogyakarta: Ull Press, 1999),
him. 69.

K ompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat KHI) disusun atas prakarsa penguasa
negara, dalam hl ini Ketua Mahkamah Agung (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat
pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan konsensus (ijmak) ulama dari
berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian
mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Lebih Igjut akan dijelaskan pada bab tiga. Cik Hasan
Bisri, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Kompilasi Hukum Islam
dan Pengadilan Agama dalam Sstem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him.
8.

3Miftakhul Huda, Nur Rosihin Ana, (ed), Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cet. ke-3
(Jakarta: Kongtitusi Press, 2012), him. 61.



kewgjiban suami dan hak suami merupakan kewajiban istri. Salah satu hak dan
kewajiban suami dan istri pasca terjadinyatalak adalah sebagai berikut:

Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan,

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wagjib: b.

Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam

‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam

keadaan tidak hamil.

Pasal di atas membebankan kewajiban suami hanya kepada bekas istri yang
tidak nusylz dan tidak dijatuhi talak ba’in. Artinya, secara otomatis jika istri
menggugat ceral kepada suami, maka suami tidak memiliki kewgjiban untuk
memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah jika terjadi perceraian karena istri yang
menggugat cerai akan dijatuhi talak ba’in sugra.

Namun pada Pasal 152 KHI yang berbunyi “Bekas Isteri berhak
mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusylz” hanya bekas
istri yang nusylz yang dinyatakan tidak berhak atas nafkah ‘iddah sedangkan
bekas istri yang dijatuhi talak ba’in tidak disebutkan dan hak yang diperoleh
hanya sebatas nafkah ‘iddah tidak diserta dengan maskan dan kiswah. Dari
gambaran di atas terlihat seolah KHI tidak konsisten dalam mengatur apa yang
menjadi hak bagi istri yang ditalak ba’in sugra.

Selain dalam KHI, disparitas aturan jugaterjadi pada pendapat mazhab yang
dalam hal ini hanya akan dibahas pendapat empat mazhab populer yaitu mazhab
Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali. Keempat mazhab sepakat apabila terjadi
talak raj‘i, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah
kepada bekas istri sedlama ‘iddah. Namun apabila terjadi talak ba’in, ulama

mazhab berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bekas istri memiliki hak



atas nafkah, maskan, dan kiswah selama masa ‘iddah sama seperti hak istri yang
dijatuhi talak raj‘i. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi‘i berpendapat bekas istri
hanya berhak atas maskan sgja, dan menurut mazhab Hambali, bekas istri tersebut
tidak memiliki hak apapun.*

K etentuan yang beragam tersebut berakibat kepada disparitas putusan hakim
di Pengadilan Agama, karena KHI dan pendapat ulama mazhab merupakan
pegangan atau panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, ada hakim dalam beberapa kasus memutuskan bekas
suami diwajibkan untuk membayar nafkah ‘iddah kepada bekas istri yang dijatuhi
talak satu ba’in sugra dan yang menjadi salah satu pertimbangan adalah Pasal 149
KHI dan pendapat mazhab Hanafi.® Namun masih banyak hakim yang tidak
sependapat, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim tersebut yang tidak
membebankan nafkah ‘iddah kepada bekas suami walaupun telah diminta oleh
bekas istri yang dijatuhi talak satu ba’in sugra dengan berargumen kepada Pasal
149 KHI.®

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan praktik
terkait hak bekas istri yang dijatuhi talak ba’in sugra masih belum jelas, karena
baik ddam KHI maupun empat mazhab hanya menyebut talak ba’in tanpa

mengklasifikasikan jenis talak ba’in sugra atau kubra dan dengan ketentuan yang

*Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu (Damaskus: Dar a Fikr, 1989) VII:
657-659.

®M. Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No.
1445/Pdt.G/2010/PA.JS),”skrips Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kadijaga (2015), Faris Ahmad Jundhi “Pemberian Nafkah ‘iddah pada Cerai Gugat (Sudi
Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)”, dan masih ada beberapa
pendlitian lagi.

®Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 427/Pdt.G/2010/PA .Bgr, Putusan Pengadilan
Agama Ambarawa Nomor: 0550/Pdt.G/2016/PA.Amb, dan masih banyak putusan lainnya.



berbeda-beda. Ditambah lagi dengan beragam pendapat ulama mazhab yang
akhirnya timbul kesimpulan bahwa belum ada kepastian hukum terhadap apa yang
menjadi hak bagi bekas istri yang dijatuhi talak ba’in sugra. Berdasarkan hal
tersebut pendlitian ini fokus untuk mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan
nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra dalam KHI dan
pendapat empat mazhab serta menemukan argumen yang kuat dan
menggambarkan status nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in

sugra yang dianalisis melalui teori pertingkatan norma dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Untuk menegaskan dan memfokuskan permasalahan yang dikgi dan
ditemukan jawabannya, maka dirumuskan dua masalah dalam bentuk pertanyaan.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana ketentuan nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang talak ba’in
sugra dalam KHI dan pendapat empat mazhab?
2. Bagaimana status nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in

sugra ditinjau menurut teori pertingkatan norma dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari pendlitian ini secara umum adalah untuk menemukan
kepastian terhadap hak nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in

sugra, namun secara khusus ada dua tujuan yang dicapai:



1. Mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, maskan, dan kiswah
bagi istri yang ditalak ba’in sugra dalam KHI dan pendapat empat mazhab.

2. Mengevaluasi ketentuan mana yang paling kuat terakit status nafkah,
maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra dengan
memanfaatkan teori pertingkatan norma.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat berguna baik secara
teoretis maupun secara praktik. Secara teoretis kegunaannya sebagai sumbangan
baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum
keluarga.

Sedangkan secara praktik, kegunaannya sebagai tambahan referensi bagi
praktisi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga dalam memutuskan
atau mensosialisikan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian, serta sebagai
referensi bagi para pasangan suami istri yang bercerai atau ingin bercerai dalam
memahami hak dan kewajiban masing-masing pasca bercerai, khususnya terkait

hak istri dan kewajiban suami memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.
Setelah ditelusuri dari beberapa sumber, ditemukan ada empat penelitian yang
objek penelitiannya sama dengan penelitian ini yaitu berbicara tentang nafkah istri
pasca perceraian. Walaupun objek kajiannya sama, namun dari keempat penelitian

ini memiliki perbedaan mendasar yang akan diuraikan sebagai berikut.



Penelitian pertama dari Wahyu Setiawan’ yang melakukan penelitian
dengan judul “Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian”. Pendlitian ini
merumuskan dua permasalahan pokok yaitu; 1). Bagaimana hak perempuan pasca
perceraian dalam perundang-undangan keluarga muslim di India dan Indonesia
dalam bidang nafkah pasca perceraian dan apa sgjakah persamaan dan perbedaan
konsep yang ditetapkan kedua negara?, 2). Metode penemuan hukum apa yang
digunakan dalam proses pembentukan hukum dan keberanjakannya dari konsep
fikih tradisional sampai membentuk undang-undang hukum keluarga kontemporer
dan bagaimana relevansinya terhadap pengembangan hak-hak perempuan pasca
perceraian yang lebih humanis?

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah terjadi keberanjakan hukum
terkait hak-hak perempuan pasca perceraian di India dan Indonesia dalam
beberapa aspek, yaitu meliputi defenisi nafkah, bentuk putusnya perkawinan yang
menimbulkan hak nafkah, keadaan yang mempengaruhi hak nafkah, ketentuan
bagi suami yang lalai, dan orientasi kesgahteraan sosial ekonomi istri pasca
perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-
analitik-komperatif dengan pendekatan normatif-yuridis.

Berdasarkan dekskripsi dari rumusan masalah serta hasil pendlitian terlihat
bahwa penelitian tersebut bersifat komparasi antara dua negaar dengan objek
komparasinya adalaha nafkah pasca percearaian, serta mendeskripsikan perbedaan
atau pembaharuan yang terjadi seputar isu nafkah dari fikih klasik hingga

berbentuk perundang-undangan di dua negara yaitu Indonesia dan India. Berbeda

"Wahyu Setiawan, “Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi atas Undang-undang
perkawinan India dan Indonesia”, Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Iam Negeri
Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2004).



dengan pendlitian tersebut, penelitian ini berbicara nafkah pasca perceraian dalam
bentuk lebih khusus yaitu bagi istri yang ditalak ba’in sugra, dan lebih umum
karena langsung melihat sumber dasar dari ketentuan hukumnya tanpa dibatasi
ruang lingkup negara.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Ulil Azmi® dengan
sumber data primernya putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Adapun rumusan
masalahnya adalah mengapa dalam putusan tersebut nafkah ‘iddah dibebankan
pada ceral gugat?, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
tersebut, dan atas dasar teori apa hakim memerintahkan kepada tergugat untuk
memberikan nafkah ‘iddah kepada Penggugat?. Untuk mendapatkan jawaban dari
penelitian tersebut, Azmi melakukan penelitian pustaka dengan cara menganalisa
data-data dokumen yakni putusan serta buku-buku yang berkaitan dan
memperkuatnya dengan melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah; 1) Hakim membebankan nafkah
‘iddah pada cerai gugat karena berpegang kerana berpegang kepada pendapat
Imam Hanafi, 2) Adapun pertimbangan hakim antara lain Putusan Mahkamah
Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 149 KHI, dan 3) Hakim mendasarkan putusannya pada teori keadilan dan
perlindungan terhadap hak-hak perempuan, maka hakim dapat memberikan
putusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukannya. Penelitian ini ditulis dalam
bentuk skripsi yang diberi judul “Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis

Putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PAJS)”.

8M. Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No.
1445/Pdt.G/2010/PA.JS),” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, (2015).



Penelitian yang dilakukan azmi merupakan upaya mendeskripsikan alasan
hakim memberikan nafkah kepada istri yang menggugat cerai (artinya istri
didijatuhi talak satu ba’in sugra) yaitu atas dasar mengikut pendapat mazhab
Hanafi dan dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-
hak perempuan. Sedangkan penelitian ini dapat dikatakan meneliti lebih lanjut
terkait pertimbangan tersebut dengan kgian di luar putusan hakim serta
mendeskripsikan dan menganaisis lebih jelas bagaimana ketentuan nafkah,
maskan, dan kiswah dalam KHI dan pendapat empat mazhab.

Serupa dengan kagjian yang dilakukan Azmi, namun dengan putusan yang
berbeda, Faris Ahmad Jundhi® juga melakukan penelitian dengan judul
“Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama
Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut;
1) Bagaimana hak nafkah ‘iddah istri setelah mengajukan cerai gugat kepada
suaminya menurut fikih?, 2) Bagaimana hak nafkah ‘iddah istri setelah
mengajukan cerai gugat kepada suaminya menurut hukum yang berlaku di
Indonesia?, dan 3) Apakah pertimbangan hakim memperbolehkan istri sebagai
penggugat mendapatkan hak nafkah ‘iddah dari suami setelah cerai gugat?.

Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasal ahan di
atas dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi
dan wawancara serta melakukan kaian dokumen untuk menguatkan dan
menyempurnakan hasil temuan. Kesimpulan yang diperoleh dari pendlitian ini

adalah; 1) Hakim membebankan nafkah ‘iddah pada cerai gugat karena berpegang

Faris Ahmad Jundhi, “Pemberian Nafkah ‘iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan
Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt),” skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Salatiga, (2013).



karena berpegang kepada pendapat Imam Hanafi, 2) Nafkah ‘iddah istri di atur
dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU
No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI , dan 3) Adapun pertimbangan hakim antara
lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU
No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI, selain itu hakim juga memberikan mut’ah
dan nafkah ‘iddah kepada bekas istri dengan memperhatikan 5 (lima) dasar
pertimbangan yaitu: adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya
ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya
kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah ‘iddah dan hadiah kepada
bekas istri, dan adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah ‘iddah dan
hadiah dari bekas suami.

Penelitian di atas mendeskripsikan ketentuan pemberian nafkah ‘iddah bagi
istri yang menggugat cerai dari beberapa segi hukum, yaitu dari sudut pandang
fikih klasik namun hanya terbatas pada mazhab Hanafi sgja, hukum yang berlaku
di Indonesia sertapertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Berbeda dengan
penelitian ini yang mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, maskan,
dan kiswah dalam KHI dan fikih klasik yang meliputi empat mazhab.

Adapun yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Fuzan™ dengan judul “Magasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”.
Penelitian tersebut mengkritis aturan yang selama ini berlaku terkait nafkah
‘iddah bagi istri yang ditalak ba’in yaitu pendapat ulamaklasik, Pasal 149 huruf b

KHI dan Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

®Muhammad Fauzan, “Magasid Nafkah ‘iddah dan Perlindungan Perempuan”, dalam
http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel -badilag, diakses pada pada Senin, 09 Januari 2017.
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Perkawinan. Adapun kesimpulan yang diberikan adalah aturan yang selama ini
digunakan untuk memutuskan nafkah istri yang ditalak ba’in sudah tidak relevan
dan jauh dari nilai keadilan, sehingga untuk mewujudkan nilai keadilan serta
perlindungan bagi perempuan, istri yang ditalak ba’in berhak untuk mendapatkan
nafkah ‘iddah. Berbeda dengan penelitian Muhammad Fauzan, penelitian ini
menganalisis ketentuan nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in
sugra dalam KHI dan pendapat empat mazhab serta mengevaluasi ketentuan mana

yang paling kuat.

E. Kerangka Teoritik

Setelah mendapat deskripsi ketentuan nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri
yang ditalak ba’in sugra dalam KHI dan pendapat empat mazhab, kemudian
nafkah, maskan, dan kiswah tersebut dianalisis dengan teori pertingkatan norma
dalam hukum Islam. Teori pertingkatan norma dipopul erkan oleh Syamsul Anwar
sebagal upaya keberlanjutan dari penelitian atau rumusan yang telah dilakukan
oleh pakar hukum Islam terdahulu.

Secara etimologi, horma memiliki dua arti. Pertama, norma dapat diartikan
sebagal peraturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga
masyarakat, dan kedua, norma juga dapat diartikan sebagai aturan yang baku atau
ukuran untuk menentukan sesuatu.'* Norma terbagi lima, norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Dalam

penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah norma hukum. Norma hukum

"Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), him. 1078.
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adal ah petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam
suatu masyarakat. Sanksi dari norma hukum bersifat mengikat dan memaksa.*?
Norma hukum oleh para ahli hukum Islam klasik dibagi menjadi dua tingkat
yaitu asas-asas umum (al-usul al-kuliyyah) dan peraturan-peraturan hukum
konkret (al-ahkam al-far‘iyyah), namun pakar hukum Islam berikutnya
melakukan perkembangan dengan membagi norma hukum menjadi kepada tiga
bagian, dan Syamsul Anwar cenderung mengikuti langakah perkembangan
tersebut dengan membagi norma hukum Islam kepada tiga tingkat yaitu 1) norma-
norma dasar atau nilai-nilai filosofis (al-giyam al-asasiyyah), yaitu norma-norma
abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti
kemaslahatan, keadilan dan sebagainya, 2) norma-norma tengah yang terletak
antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum
konkret. Norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin
umum hukum Islam, dan secara spesifik dibagi kepada dua jenis yaitu asas-asas
hukum Islam (an-nazariyyat al-fighiyyah) dan kaidah-kaidah hukum Islam (al-
gawa‘id al-fighiyyah), dan 3) peraturan-peraturan hukum konkret (al-ahkam al-
far‘iyyah), yaitu ketentuan-ketentuan syar’i mengenai berbagai kasus hukum.™
Syamsul Anwar menamakan perjenjangan norma tersebut dengan
meminjam istilah Hans Kelsen yaitu teori pertingkatan norma dalam hukum
Islam. Teori pertingkatan norma dalam hukum Islam dapat digambarkan dalam

bentuk skema sebagai berikut:

www.organisasi.org, diakses tanggal 13 Mei 2017.
13Syamsul Anwar, ‘Metodologi Hukum Islam’ Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca

Sarjana UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, him. 49. Lihat juga Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian
Syariah, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), him. 12.
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Skema Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam

Nilai-nilai / Prinsip-prinsip Dasar
(al-Qiyam/ al-Mabadi* al-Asasiyyah)

!

Asas-asas Umum Hukum Ilam
(al-Usul all-KuIIiyyah)

v v

Kaldah-kaidah Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam

(al-gawa‘id al-Fighiyyah) (an-Nazariyyat al-Fighiyyah)

!

K etentuan-ketentuan Hukum Konkret
(al-Ahkam al-Far‘iyyah)

Teori pertingkatan norma dapat dijadikan sebagai upaya menentukan hukum
dari permasal ahan nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra.
Penemuan hukum tidak hanya terbatas pada metodologi yang terdapat dalam usul
fikih, namun penemuan hukum juga dapat dilakukan melalui penyimpulan kaidah-
kaidah dari ketentuan hukum konkret yang kemudian mencari asas dan nilai yang
memayungi kaidah tersebut, sehingga dapat disimpulkan hukum dari suatu
permasalahan, dan penemuan hukum dengan jalur ini dapat disebut teori
pertingkatan norma. Penjelasan lebih lanjut terkait teori ini dan bagaimana cara

mengoperasikannya akan dijelaskan pada bab dua.
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F. Metode Penelitian
1. Jenisdan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research),*
karena sumber data yang digunakan adalah KHI, kemudian buku yang memuat
pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali yang berkaitan dengan
nafkah, maskan, dan kiswah sebagai akibat hukum dari talak dan ini merupakan
sumber data primer. Untuk memahami serta memberikan penjelasan lebih
lengkap, maka dibantu data sekunder berupa karya tulis baik berupa buku,
laporan, maupun artikel yang memuat teori pertingkatan norma, perbandingan
mazhab, buku usul fikih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Arab
Indonesia
2. Pendekatan
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif
digunakan untuk mengkaji ketentuan nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang
ditalak ba’in sugra dalam KHI dan empat mazhab kemudian untuk menentukan
mana ketentuan yang paling kuat argumennya, status nafkah, maskan, dan kiswah
tersebut akan dianalisis dengan teori pertingkatan norma dalam hukum Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi

dokumentasi.® Data dikumpulkan dengan mencari referensi atau buku-buku dan

¥Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 107.

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data
tertulis dengan menggunakan konten analisis. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
cet ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), him. 21.
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laporan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian yaitu terkait konsep
nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra.
4. Tektik Analisa Data
Metode anadlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif anaitik’® dengan logika berfikir deduktif'’. Data yang telah
dikumpulkan akan disgikan dalam bentuk deskriptif dengan memberikan
penafsiran serta analisis terhadap data tersebut. Analisis yang ditambahkan
bermanfaat untuk mengkritisi data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu
nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra.
5. Pedoman Penyusun Tesis
Teknik penyusunan hasil penelitian ini berpedoman pada buku panduan
penulisan tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berkonsentrasi pada pembahasan akibat hukum dari talak yang
dibatasi pada nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra. pada
bagian awal dipaparkan terkait latar belakang dari penelitian ini yang kemudian

diperjelas dengan rumuasan yang akan dikaji serta tujuan dan manfaat yang ingin

®Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-llmu Sosial
Humaniora pada Umumnya (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), him. 336.

Y|ogika berpikir deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari kasus-
kasus atau peraturan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus/individual.
Logika berpikir deduktif biasanya menggunakan pola penaaran silogisme yang terdiri dari premis
mayor, premis minor dan kesimpulan. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian I1mu Hukum
(Bandung: Mandar Mgju, 2008), him. 35.
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dicapai. Metode pendlitian yang dilakukan juga dijelaskan pada bagian
pendahuluan ini.

Kemudian untuk memperjelas teori yang digunakan sebagai pisau analisis
yaitu teori pertingkatan norma dalam hukukm Islam dideskripsikan pada bab dua,
agar terstruktur dengan jelas landasan dari teori yang digunakan untuk menjawab
permasalahan dari penelitian ini. Pada bagian bab berikutnya yaitu bab tiga
disgikan data yang merupakan bahan kajian lebih lanjut yang meliputi konsep
talak dan pembagiannya, konsep dasar nafkah, dan nafkah, maskan, dan kiswah
bagi istri yang ditalak menurut KHI dan empat mazhab.

Setelah disgjikan teori pada bab dua dan data pada bab tiga, pada bab empat
sgjian analisis teori yang telah disebutkan terhadap data atau permasalahan dari
penelitian ini sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian yang diperoleh pada bab

lima.



BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan
Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam pembahasan serta
analisis stratus nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri yang ditalak ba’in sugra
adalah:
1. Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa istri yang ditalak ba’in sugra
tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah, namun pada Pasal
152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak bad’in sugra berhak atas
nafkah sgja dengan syarat tidak nusytz. Sedangkan pendapat empat mazhab
terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri yang ditalak ba’in
sugra berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah dengan syarat tidak nusyz,
ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah istri yang
ditalak ba’in sugra hanya berhak atas maskan dengan syarat tidak nusyuz,
ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi‘i. Terakhir
ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan
bahwa istri yang ditalak ba’in sugra tidak memiliki hak atas nafkah,
maskan, dan kiswah.
2. Istri yang ditalak ba’in sugra berhak mendapatkan nafkah, maskan, kiswah
selama ‘iddah sesua kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak

nusyuz.
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B. Saran

Setelah mempelgari dan menganalisis status nafkah, maskan, dan kiswah
bagi istri yang ditalak ba’in sugra, terlihat bahwa KHI walaupun dikatakan
sebagal wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia namun masih perlu
disempurnakan lagi, sehingga dapat lebih memperhatikan hak dan kewajiban bagi
suami istri yang bercerai. Sebagaimana problematika yang ditemukan sekarang,
angka gugat cerai lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak dan secara
keseluruhan angka perceraian semakin tinggi tiap tahunnya, maka sudah
seharusnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menertibkan
permasalahan tersebut dan salah satunya dengan memperhatikan hak dan
kewgjiban pasca perceraian agar tidak timbul kemudaratan yang seharusnya
perceraian itu menjadi kunci hilangnya kemudaratan dalam perkawinan.

Adapun saran kepada peminat studi usul fikih, teori pertingkatan norma
merupakan langkah awal yang sangat positif sama seperti KHI ynag merupakan
langkah awal dari pembaharuan hukum Islam, namun langkah awa ini mash
sangat rentan, karena masih banyak hal yang harus lengkapi. Perkembangan
muamalah dibidang ekonomi cukup pesat sehingga para pakar hukum Islam
sanggat gesit mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan
perkembangan tersebut, sehingga bidang hukum lain terkhusus hukum keluarga
menjadi sedikit terabaikan, kaidah fikih di bidang hukum keluarga harus kembali
dikembangkan karena, walaupun masif hukum keluarga juga menaglami

perkembangan di masyarakat.
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: TERIEMAHAN
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Hal
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Terjemahan

41

2: 230

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.

47

65: 6

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu
menemui  kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.

51

65:1

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka
dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang waar) dan
hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.




Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya diatelah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu

sesuatu hal yang baru.

71

2:231

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lau mereka
mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki
mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat
demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum
Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-
Qur’an dan hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

73

65: 7

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan

sesudah kesempitan.
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